BAB IV
PENUTUP
A. Simpulan

1. Disparitas yang terjadi didalam kasus Penyalahgunaan Narkotika, terutama bagi pengedar Narkotika yang terjadi di Pengadilan Negeri Padang, berdasarkan yang telah penulis teliti disparitas tersebut cukup sering terjadi dan sangat mencolok. Terlihat penjatuhan pidana yang cukup jauh yakni kasus pidana No. 667/Pid/Sus/2021/PN Pdg dengan penjatuihan pidana selama 12 tahun, ini yang tertinggi antara kasus No.  782/Pid/Sus/2021/PN Pdg dengan penjatuhan pidana selama 5 tahun 6 bulan, dan ini yang terendah berdasarkan dari 10 kasus yang penulis teliti. Dan selisih pidana penjara anatar kedua kasus tersebut yakni 6 tahun 6 bulan.

Pertimbangan hakim pada kasus Penyalahgunaan Narkotika bagi Para Pengedar di Pengadilan Negeri Padang yang telah penulis teliti, ada dua aspek yang menjadi pertimbangan hakim, yang pertama dari aspek pertimbangan Yuridis yakni dakwaan penuntut umum, tuntutan penuntut umum, alat bukti, barang bukti. Aspek yang kedua pertimbangan non Yuridis, aspek ini merupakan aspek yang memberatkan dan meringankan si terdakwa. Aspek yang memberatkan terdakwa yakni perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan didalam masyarakat, perbuatan terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang giat-giatnya memebrantas penyalahgunaan narkotika. Aspek yang meringankan si terdakwa yakni, terdakwa bersikap sopan 

dipersidangan dan mengaku terus terang dipersidangan, terdakwa menyesalli perbuatannya serta tidak akan mengulang perbuatan itu lagi.
B. Saran

1. Untuk mengurangi peluang terjadinya disparitas pidana, di perlukan pembentukkan peraturan dari Mahkama Agung sebagai pedoman bagi hakim didalam suatu persidangan. Dan hal tersebut bertujuan agar hakim memiliki arah dalam mengambil keputusan dalam penjatuhan pidana sehingga mengasilkan putusan yang adil, proposional, mudah dimengerti serta dapat diterima.

2. Dalam memberikan putusan terhadap suatu kasus pidana, diharapkan seorang hakim harus lebih adil, teliti, bijaksana serta memilikki rasa penuh dengan tanggungjawab, mempunyai kepekaan dan hati Nurani.

2. Terhadap Lembaga penegak hukum, agar lebih sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang disparitas pidana, agar masyarakat tidak merasa heran dan mengilangkan fikiran negative dari masyarakt tentang disparitas pidana tersebut.
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